BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3t TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

YANG SUDAH KEDALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Yang
Sudah Kedaluwarsa;

1.

2.4

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Menetapkan

10.

11.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4,

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.




6.

10.

11.

12.

(1)

(2)

(3)

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pmerintah Daerah untuk kepentingan
pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
Piutang Retribusi adalah jumlah Retribusi Daerah yang
wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai
akibat penerapan peraturan perundang-undangan tentang
Retribusi Daerah.

Kedaluwarsa adalah masa habis berlakuknya masa
kewajiban membayar Retribusi.

Piutang Kedaluwarsa adalah Piutang Retribusi yang tidak
mungkin ditagih lagi karena sudah habis berlakunya masa
kewajiban membayar Retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. Pelayanan Kesehatan;

b. Pelayanan Kebersihan;

c. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan

d. Pelayanan Pasar.

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

b. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

c. pelayanan jasa kepelabuhanan;

d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten;
dan

f. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.




(4)

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

(2)

(4)

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, meliputi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB III
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 3

Hak wuntuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; dan
b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi
dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah
Kabupaten.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 4
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan
besarannya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan
penghapusan piutang Retribusi yang diajukan oleh Kepala
Perangkat Daerah melalui Bapenda.
Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
prinsip kehati-hatian.
Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
piutang Retribusi yang tercantum dalam:
a. SKRD;
b. pemberitahuan STRD; dan
c. dokumen lain yang dipersamakan.




(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

Pasal 5

Bupati melalui Perangkat Daerah teknis sesuai

kewenangannya membentuk tim penghapusan Piutang

Retribusi.

Tim Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian setempat

atau penelitian data administratif untuk Piutang

Kedaluwarsa.

Hasil penelitian setempat atau penelitian data administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam

laporan hasil penelitian.

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus menggambarkan keadaan Piutang Kedaluwarsa

sehingga dapat diusulkan untuk dihapus.

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) harus menguraikan tindakan, kendala dan inovasi

mengatasi kendala, serta harus menguraikan keadaan

Wajib Retribusi atau piutang Retribusi yang bersangkutan

sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang

Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk

dihapuskan.

Daftar piutang retribusi daerah yang akan dihapuskan

paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. jumlah piutang Retribusi;

c. masa dan/atau tahun Retribusi;

d. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

e. alasan penghapusan Retribusi.

Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang

Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:

a. keadaan yang mempengaruhi menurunnya ekonomi
secara regional maupun nasional, keadaan bencana
(force majeure) dan/atau pandemi yang mengakibatkan
berkurang serta hilangnya potensi dalam 1 (satu) tahun
anggaran;

b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta dan tidak mempunyai ahli waris;

c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan,
liquidasi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang
berwenang;

d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;

e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak
ditemukan disebabkan keadaan yang tidak dapat
dihindarkan, seperti bencana alam, kebakaran, dan lain
sebagainya, serta telah dilakukan penelusuran secara
optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. hak Pemerintah Kabupaten untuk melakukan
penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena
kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan atau perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Piutang Kedaluwarsa hanya dapat diusulkan untuk

dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pasal 6
(1) Tim Penghapusan Piutang Retribusi menyusun daftar
usulan penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan
laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3).
(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 7
Penghapusan Piutang Retribusi dilaksanakan secara periodik
setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 18 November 2024
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,
—p
H. POPO ALI MARTOPO
Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 8 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2024 NOMOR 32
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